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ABSTRAK
Nama . Laila Azizah Nurfahmi

NIM : 202110110311017
. Efektivitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar)
Pembimbing : Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Penelitian ini fokus pada pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Blitar
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis ketentuan hukum mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah dan
mengevaluasi  efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung peningkatan
Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris
melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta
pengumpulan data empiris melalui wawancara dengan pejabat Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 telah
memuat pengaturan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah secara cukup
komprehensif, implementasinya belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh
masih digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai
pedoman, keterbatasan kompetensi aparatur dalam proses penilaian aset (appraisal)
dan penyusunan kontrak, dukungan berupa Sistem Informasi Manajemen Barang
Milik Daerah, masyaraakt memanfaatkan asset pemerintahan, serta rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap status aset pemerintahan. Kondisi tersebut
menimbulkan hambatan berupa ketidakrelevanan peraturan perundang-undangan,
kelemahan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan
lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.Kesimpulan penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun
2019 dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan efektif dan
menimbulkan hambatan dalam pemanfaatan BMD. Oleh karena itu, di
mengoptimalkan SIMBADA untuk tertib administrasi, website BPKAD untuk
pengawasan dan keterbukaan informasi pengelolaan Barang Milik Daerah,
diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama
pemanfaatan BMD perlu didukung kontrak tertulis sesuai prinsip hukum perjanjian
guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Kata kunci  : Peraturan Daerah Kota Blitar, Barang Milik Daerah (BMD),
Efektivitas, Hambatan.
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ABSTRACT
Name . Laila Azizah Nurfahmi

NIM : 202110110311017
. Effectiveness Of Implementation Of Regional Property

Utilization Based On Article 29 Of Regional Regulation Number
2 Of 2019 Concerning Management Of Regional Property (A
Study at the Regional Financial and Asset Management Agency
of Blitar City)

Mentor . Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

This study focuses on the utilization of Regional Property in Blitar City as regulated
by Blitar City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the Management
of Regional Property. The purpose of this study is to analyze the legal provisions
governing the utilization of Regional Property and to evaluate the effectiveness of
their implementation in supporting the increase of Regional Original Revenue. The
research method employed is a juridical-empirical approach, conducted through
the study of relevant laws and regulations and the collection of empirical data
through interviews with officials of the Regional Financial and Asset Management
Agency (BPKAD) of Blitar City. The results of the study indicate that although
Article 29 Blitar City Regional Regulation Number 2 of 2019 has comprehensively
regulated the utilization of Regional Property, its implementation has not been
effective. This condition is caused by the continued reliance on Government
Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional
Property and Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning
Guidelines for the Management of Regional Property as the main references,
limited competence of government officials in the asset appraisal process and
contract drafting, limited support from the Regional Property Management
Information System, the utilization of government assets by the community, and the
low level of public understanding regarding the legal status of government-owned
assets. These conditions result in obstacles in the form of regulatory irrelevance,
weaknesses in cooperation agreements for the utilization of Regional Property, and
weak supervision of contract implementation. The conclusion of this study shows
that the implementation of Blitar City Regional Regulation Number 2 of 2019 in the
utilization of Regional Property has not been effective and has caused various
obstacles in the utilization of Regional Property. Therefore, it is necessary to
optimize SIMBADA to ensure orderly administration, utilize the official BPKAD
website as a means of supervision and information transparency in the management
of Regional Property, update regulations, improve the capacity of government
officials, and ensure that cooperation in the utilization of Regional Property is
supported by written contracts in accordance with the principles of contract law in
order to achieve legal certainty and effective regional asset management.

Keywords :  Blitar City Regional Regulation, Regional Property (BMD),
Effectiveness, Obstacles

Vi
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